BAB Il1

KETIDAK SELARASAN PERIZINAN DAN PEMANFAATAN RUANG DI

GLAMPING LAKESIDE

A. Proses Tahapan Perizinan Di Kabupaten Bandung

1. Letak Geografis Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi
Jawa Barat, dan beribukota di Soreang. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bandung
yang terletak pada koordinat 1070 22' - 1080 - 50 Bujur Timur dan 60 41' - 70 19'
Lintang Selatan terletak di wilayah dataran tinggi. Luas wilayah keseluruhan
Kabupaten Bandung 176.238,67 Ha, sebagian besar wilayah Bandung berada diantara
bukit-bukit dan gunung-gunung yang mengelilingi Kabupaten Bandung, seperti
disebelah utara terletak Bukittunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban
Parahu dengan tinggi 2.076 m yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan
Kabupaten Purwakarta dan di sebelah selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi
2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, serta Gunung Papandayan dengan
tinggi 2.262 m dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, keduanya di perbatasan

dengan Kabupaten Garut.

Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah :

e Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota
Bandung, dan Kabupaten Sumedang;
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e Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten
Garut;

e Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten
Cianjur;

e Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota
Bandung dan Kota Cimabhi.

2. ldentitas Pemrakarsa
a. ldentitas Perusahaan
Nama Pemrakarsa : PT. Prakarsa Mulia
Nama Kegiatan  : Wisata Glamping Lakeside
Nama Pimpinan  : Agustinus GP
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kegiatan : Jalan Raya Ciwidey KM.15 Desa
Patenggan, Kecamatan Rancabali
Telepon/Faks : 022-8592014
NPWP £ 66.379.179.6-445.000
b. Lokasi Kegiatan
Lokasi kegiatan wisata Glamping Lakeside atas nama PT. Prakarsa Mulia
terletak di Jalan Raya Ciwidey KM. 15 Desa Patenggang, Kecamatan Rancabali
Kabupaten Bandung, Lokasi kegiatan Glamping Lakeside ini berada di dalam kawasan

PT. Perkebunan Nasional (PTPN) VIII Rancabali, tepatnya Afdeling Rancabali | dan



I. Lokasi wisata Glamping berada pada ketinggian 1575-166,5 mdpl dengan titik
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kordinat.
Batas-batas lokasi dengan lingkungan sekitarnya dalah sebagai berikut:
Titik Kordinat
No Lokasi
South East
1 Jalan Masuk 07°09°28,0” 107°21°57,3”
2 Area Parkir Bis 07°09°32,93” | 107°21°20,49”
3 Area Family Farm 07°09°35,55” | 107°21°17,35”
4 Area Strawberry Farm 07°09°36,67” | 107°21°8,20”
5 Area Camping Ground dan Outbound 07°09°47,24” | 107°21°5,40”
Area Taman Rusa, Obervatorium dan | 07°09°42,86” | 107°21°12,90”

° Aula
7 Area Resto Pinisi 07°10°01,53” | 107°21°15,14”
8 Area Tent Resort 07°10°02,69” | 107°21°14,02”

o Sebelah Utara : Perkebunan Teh PTPN VIII Rancabali

o Sebelah Timur : Perkebunan Teh PTPN VIII Rancabali

o Sebelah Selatan : Perkebunan Teh PTPN VIII Rancabali, Situ

Patenggang, JIn. Patenggang
o Sebelah Barat : Perkebunan Teh PTPN VIII Rancabali
3. Dinas Yang Berwenang Dalam Perizinan Di Kabupaten Bandung
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Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Daerah Kabupaten Bandung merupakan badan yang menangani proses perizinan di
Kabupaten Bandung. Badan ini mempunyai tugas yaitu menyusun dan melaksanakan
kebijakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal,
pelayanan perizinan berdasarkan asas otonomi, dan tugas pembantuan serta
menyelenggarakan penerbitan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan Pasal 350

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

. Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan dengan
membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu;

o Kepala Daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan dikenai
sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat;

. Apabila 2 kali berturut-turut teguran tertulis tidak dilaksanakan oleh
kepala daerah, gubernur mengambil alih pemberian izin yang menjadi
kewenangan bupati.

Salah satu bentuk izin yang pengurusannya merupakan kewenangan
pemerintah daerah adalah izin pariwisata yang tertuang didalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

pada pasal 10 ayat (1);

Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan penyelengara
PTSP meliputi urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non

Perizinan di bidang :



o o

o o

g.

o Q -+~ o

Pendidikan;

Kesehatan;

Pekerjaan umum dan penataan ruang;
Perumahan dan kawasan permukiman;
Sosial;

Tenaga kerja;

Pertanahan;

Lingkungan hidup;

Perhubungan;

Koperasi, usaha kecil dan menengah;
Penanaman modal;

Kebudayaan;

Kelautan dan perikanan;

Pariwisata;

Pertanian;

Perdagangan;

Perindustrian.

4. Proses Tahap Perizinan Yang Harus Di Tempuh
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Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap fasilitas-fasilitas

rekreasi dan tempat makan yang menyatu dengan alam menyebabkan meningkatnya

jumlah wisatawan ke daerah wisata alam. Perkebunan Teh di wilayah Ciwidey,

Bandung dengan pemandangan hijau dan udaranya sejuk merupakan salah satu daya

Tarik wisata yang cukup potensial bagi Kabupaten Bandung. Adanya aksesbilitas jalan

yang memadai menjadikan lokasi ini mudah untuk dicapai oleh wisatawan baik lokal

maupun mancanegara.
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Kawasan Ciwidey, Rancabali sudah menjadi menjadi salah satu tujuan
destinasi wisata nasional*’, dimana banyak objek dan daya Tarik wisata alam yang
memiliki fenomena alam yang ditunjang dengan keanekaragaman alam seperti flora
dan fauna, vegetasi, atmosfer dan lain sebagainya sebagai daya Tarik wisata utama.
Kawasan PT. Perkebunan Nasional (PTPN) VIII Rancabali memiliki keindahan alam,
udara yang sejuk dan nyaman. Selain itu, adanya Taman Wisata Alam (TWA)
Telaga/Situ Patenggang menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Dengan dasar
tersebut di atas, maka PT. Prakarsa Mulia ikut berpartisipasi dalam pengembangan
salah satu kawasan PTPN VIII Rancabali yang belum ditanami kawasan teh ataupun
kawasan teh yang sudah tidak produktif dengan mengembangkan Wisata Glamping
Lakeside.

Lokasi pengembangan Glamping Lakeside yang terletak di jalan raya
Ciwidey KM. 15 Desa Patenggang Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung berada
dalam kawasan PT. Perkebunan Nasional (PTPN) VIII Rancabali. Adapun luas lahan
yang digunakan untuk kegiatan Wisata Glamping Lakeside + 78.861,85 m2 (+7,9 Ha).
Saat ini di lokasi kegiatan wisata glamping lakeside telah dibangun prasarana jalan,
tempat parkir, area resto Pinisi, area Strawberry Farm, Area Tent Resort, Area Parkir
BIS, dan sarana perlengkapan lainnya. Selain area yang telah terbangun, dilokasi
kegiatan juga akan dibangun area lainnya seperti Area Camping Ground dan Outbond,

Area Family Farm, serta Area Taman Rusa,Observatorium dan Aula. Dengan adanya

4’Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011
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kegiatan di wisata Glamping Lakeside baik tahap kontruksi maupun tahap operasional
akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Maka dari itu Usaha
Glamping Lakeside merupakan usaha perdagangan besar, seharusnya sebelum usaha
dapat dijalankan pemilik usaha harus terlebih dahulu membereskan dan memenubhi
dokumen-dokumen perizinan yang menjadi persyaratan dan pembangunan pariwisata

harus memperhatikan perundang-undangan yanga berlaku.

TAHAPAN PERIZINAN

BKPM
DPMPTSP Prov Izin Prinsip Perka BKPM No. 15/2015
-_— DPMPTSP
< 1. UU 26/2007 ttg Penataan Ruang
S 2. PP 13/2010 ttg PTP BPN
25 owre < JOOUSIRE>> o
. ermen epala o. g
W < TIM TEKNIS SKKR Izin Lokasi
2 w 5.  Perda 7 thn 2012 ttg Izin Lokasi
Z - 6. Perbup 51/2017 ttg Penyederhanaan
1zin
— Dokumen
N DLH < Lingkungan 1. UU32/2009 ttg Pelindungan
pengeliolaan LH
2. PP 27/2012 tentang izin
Dinas PUPR Lingkungan
: . o 3.  Permen LH 8/2013
Rekomendasi dari DLH Izin Lingkungan 4 perda 14 thn 2013 ttg Izin
Lingkungan
Dinas PUPR «—— Rencana Perda 21 thn 2012 ttg Rencana Tapak
Tapak/Site Plan
1. UU28/2002 ttg Bangunan
DPMPTSP 2 S::jmuzﬁ PUpera No
Rekomendasi dari +— : 5/PRT/M/2816 it I. .
Dinas PUPR " g zin
S Mendirikan bangunan
gedung

IUI, SIUP, TDP, TDUP, IUTS, 3. Perda16/2009 Jo 17/2012
IPBL, TPS B3, IUP dli e Tata Bangunan
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1) Izin Prinsip : Izin yang wajib dilmiliki dalam rangka memulai usaha
(Perka BKPM 15/2015) . Tidak terdapat penjelasan dalam ketentuan tsb
definisi lebih rinci, substansi dan kegunaan dari izin prinsip

2) Izin Lokasi : Untuk memperoleh tanah, mengalihkan hak dan
memanfaatkan tanah (Perm n ATR 5/2015), hanya mengatur untuk luas
usaha >1 Ha, untuk < 1 Ha tidak diatur, menjadi multitafsir . Untuk
menerbitkan izin lokasi harus melengkapi pertimbangan teknis
pertanahan (PP 13/2010) dan Andalalin (PP 32/2011)

3) Dokumen Lingkungan : Setiap usaha yang berdampak penting terhadap
lingkungan wajib memiliki AMDAL. Yang tidak termasuk wajib
AMDAL wajib memiliki UKL-UPL. Jangka waktu penilaian maksimal
75 hari kerja (PP 27/2012). Pengenaan Sanksi Pidana.

4) Setiap jenis usaha mempunyai izin usaha tersendiri sesuai dengan bidang
usaha, diatur dengan peraturan menteri masing-masing. (IUI oleh
kementrian perindustrian, SIUP oleh kementrian perdagangan, izin
Rumah Sakit, Klinik oleh Kementrian Kesehatan dll) juga masih terdapat
zin usaha dari BKPM.*8

Izin Usaha Rekreasi dan hiburan umum diperuntukan bagi setiap kegiatan

usaha rekreasi dan hiburan umum, adapun persyaratannya adalah;

1. lzin Mendirikan Bangunan (IMB)

48 Hasil Wawancara Dengan Kepala Bidang Dinas PTS



59

Bangunan merupakan karya manusia yang di buat untuk menunjang
kebutuhan hidup manusia, baik sebagai tempat bekerja, usaha, pendidikan,
sarana olahraga dan rekreasi. Bangunan gedung dengan fungsi usaha adalah
bangunan gedung yang fungsi utamanya sebagai tempat melakukan kegiatan
usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan,
perindustrian,, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, serta bangunan
gedung tempat penyimpanan.*®

Pada dasarnya setiap orang, badan, atau instansi bebas untuk membangun
sesuai dengan kebutuhan masing- masing, namun setiap pelaksanaan tersebut
harus diatur dan di awasi oleh pemerintah.>® Setiap orang yang akan
mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB bangunan gedung, IMB
gedung diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi
khusus yang di berikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah
menyediakan formulir permohonan IMB gedung yang berisikan®* :

a. Status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain);

b. Data pemohon/ pemilik bangunan gedung (nama, alamat,

tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dan lain lain) serta data

lokasi (letak/alamat, batas- batas, luas, status kepemilikan);

49 Sri Pudyatmoko, Perizinan Problema dan Upaya Pembenahan, PT grasindo, jakrta, 2009,

him 36.

>0 Marihot Pahala siahaan, Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo,
2008, him 1.
51 Marihot Pahala Siahaan, Op. Cit
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c. Data rencana bangunan gedung (fungsi/klasifikasi, luas bangunan,
jumlah lantai/ketinggian, KDB, KLH, KDH, dan lain-lain);

d. Data penyedia jasa kontruksi( nama, alamat, penanggung jawab,
penyedia jasa perencanaan konstruksi, rencana waktu pelaksanaan
mendirikan bangunan, perkiraan biaya pembangunan.

Menurut PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pasal 1 ayat (5) menyebutkan lzin
mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat (IMB), adalah “perizinan
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun
baru, rehabilitasi/ renovasi, dan/ memugar dalam rangka melestarikan
bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan tekhis yang
berlaku.”

Tata cara pengajuan IMB menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan
Bangunan Pasal 6 ayat 1 dan 2 :

1) pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati/ Walikota.

2) Permohonan IMB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. Bangunan Gedung
b. Bangunan Bukan Gedung
Menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan pasal 9 ayat (1) menyatakan
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bahwa pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal 6 melengkapi persyaratan dokumen yaitu administrasi dan

rencana tekhnis sedangkan persyaratan dokumen administrasi sebagaimana

yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

a.

€.

Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian
pemanfaatan tanah

Data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi/topografi)

Data pemilik bangunan

Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa

Surat pemberitahuan terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB)

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman

Pemberian lIzin Mendirikan Bangunan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan

Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.

Menurut Pasal 1 ayat (2) :

“Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu degan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,kegiatan sosial,budaya,
maupun kegiatan khusus”.’

Menurut Pasal 1 ayat (3) :

“Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak
di gunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal”.
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Pengertian Bangunan gedung berdasarkan Undang — Undang Nomor 28
tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung pasal 1 ayat (1) :

“Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas dan /atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi
sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
social, budaya, maupun kegiatan khusus.

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang.
Oleh karena itu, dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan
ketertiban dalam penyelenggaraan bangunan, setiap bangunan gedung harus
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung, serta harus
diselenggarakan secara tertib. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 Tentang Bangunan Gedung dalam pasal 8, ditentukan persyaratan
administratif bangunan gedung, yakni:

a. Status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak

atas tanah;

b. Status kepemilikan bangunan gedung;

c. lzin mendirikan bangunan gedung;

Kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung. Setiap bangunan gedung
harus memenuhi persyaratan fungsi utama bangunan gedung, yang disebut
juga fungsi bangunan gedung. Fungsi bangunan gedung adalah ketetapan

mengenai pemenuhan persyaratan tekhnis bangunan gedung, baik di tinjau

dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunan
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gedungnya. Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan,

usaha, sosial, budaya, serta fungsi khusus.

2. lzin Operasional

a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

Dokumen resmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk

dapat menyelenggarakan usaha pariwisata. TDUP dikeluarkan oleh

pemerintah Kabupaten. Berikut adalah prosedur pengurusan TDUP

antara lain;

1) Rekomendasi TDUP dari Dinas Pariwisata;

2) Fotocopy KTP Pemilik/Direktur;

3) Fotocopy lunas PBB terahir (2016/2017);

4) Fotocopy NPWP (Perorangan/CV/PT/Koperasi/Badan Usaha
lainnya);

5) Fotocopy Pengesahan Kemenhumham

6) Fotocopy HO (lzin Gangguan) dilegalisir Kecamatan/Surat
keterangan domisili dan surat pernyataan di tandatangan diatas
materai 6000;

7) Surat Permohonan;

8) Sertifikat Tanah;

9) IMB;

10) Amdal/UKL-UPL/SPPL.
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b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

Setiap perusahaan yang ada diharuskan untuk mengurus SITU demi

keamanan dan kelancaran usahanya. SITU dikeluarkan oleh

pemerintah Kabupaten. Berikut adalah prosedur pengurusan SITU
antara lain:

a) Pengusaha atau pemohon mengisi formulir permohonan SITU
dengan melampirkan izin tertulis pada tetangga Kiri, kanan, depan
dan belakang dalam bentuk tanda tangan persetujuan dan tidak
keberatan dengan keberdaan dan kegiatan usaha tersebut;

b) Formulir permohonan SITU dimintakan pengesahan atau
diketahui oleh pejabat kelurahan atau kecamatan untuk
memperkuat izin tempat usaha;

c) Setelah diketahui oleh lurah dan camat, maka formulir
permohonan izin tersebut diurus ke kabupaten/kotamadya untuk
memperoleh SITU;

d) Membayar biaya izin;

c. Surat 1zin Usaha Perdagangan (SIUP);

SIUP diperuntukan bagi setiap perusahaan yang melakukan kegiatan

usaha dibidang perdagangan. Dasar hukum SIUP adalah Peraturan

Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan
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Surat Izin Usaha Perdagangan. Untuk memperoleh SIUP diperlukan

Persyaratan antara lain meliputi :

a) Mengisi formulir yang telah disediakan dan ditandatangani di atas

materai 6000;

b) Surat izin tempat usaha/ HO;

c) Fotocopi KTP penanggung jawab;

d) Fotocopi NPWP;

e) Neraca Perusahaan;

f)  Stopmap snelhekter warna merah/ biru/ kuning.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Salah satu bukti atas perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib

daftar perusahaan berdasar Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982

tentang Wajib Daftar Perusahaan. TDP harus dan wajib dimiliki oleh

suatu perusahaan/badan usaha penanaman modal Asing (PT-PMA),

PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma atau perusahaan perorangan yang

dikeluarkan oleh dinas yang berwenang di Kabupaten/Kota.

B. Pemanfaatan Ruang Glamping Lakeside
Seiring dengan tingginya tingkat globalisasi, arus informasi masuk begitu

cepat begitu juga dengan arus masuk warga Negara asing ke Indonesia. Dari tahun ke
tahun tingkat wisatawan asing yang masuk ke negara kita terus bertambah, kebanyakan
tujuan mereka adalah untuk berwisata dan menikmati panorama alam Indonesia yang

begitu indah, dari sekian banyak panorama yang indah di Indonesia, khususnya
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Rancabali Kabupaten Bandung adalah salah Satu tujuan wisatawan lokal bahkan
mancanegara, beragam wisata alam, wisata budaya, wisata edukasi, agrowisata, dan
wisata religi.

Dengan perkembangan waktu Ciwidey menjadi tujuan wisata nasional, maka
bermunculan hotel, penginapan, restoran, café dan tempat pariwsata baru lainnya.
Sehingga para investor pun berlomba-lomba untuk mencari lahan untuk dijadikan suatu
bisnis dan prospek kedepannya yang sangat menjanjikan. Ketersediaan lahan yang
kurang menjadi dilema tersendiri, oleh karena itu terpaksa melakukan alih fungsi lahan
perkebunan menjadi daerah pariwisata.

Dalam hal pendayagunaan dan pemanfaatan tanah, maka pemerintah
mempunyai kedudukan yang sangat vital yaitu mempunyai hak menguasai negara,
sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), disebutkan bahwa:

1) “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan
hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada
tingkatan tertinggi dikuasai olen Negara sebagai organisasi kekuasaan

seluruh rakyat”.
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2) Hak menguasi negara dalam ayat 1 memberikan wewenang kepada
Negara untuk:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang
angkasa.

Setiap rencana pembagunan yang membutuhkan lahan harus direncanakan
secara akuntabel dan transparan serta dengan hitungan angka kebutuhan lahan dan
lokasi yang jelas pada setiap periode perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah
khususnya kabupaten juga harus mempertimbangkan segala aspek sebelum
memberikan izin alih fungsi lahan untuk pembangunan daerah pariwisata.>? Maka perlu
adanya kesadaran yang tinggi akan pentingnya lahan perkebunan dan pentingnya
keseimbangan ekosistem demi keberlangsungan dan keberlanjutan atas ketahanan,

kemandirian dan kesejahteraan generasi sekarang dan masa yang akan datang.

Alih fungsi lahan adalah penggunaan suatu lahan atau memfungsikan suatu
lahan menjadi bentuk yang lain dari fungsi sebelumnya sesuai dengan kepentingan para

pihak yang terlibat dalam alih fungsi tersebut. Alih fungsi lahan perkebunan menjadi

52 Aspek hukum penataan ruang, artikel. Moh. Faizi. Diakses pada tanggal 17-12-2017
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daerah pariwisata adalah memfungsikan suatu area perkebunan menjadi daerah
pariwisata atau usaha jasa pariwisata seperti hotel, villa, resort dan usaha pariwisata
lainya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perkebunan,

berbunyi;

Pasal 63
1) Pemerintah Pusat melindungi kelestaran wilayah geografis yang
memproduksi hasil perkebunan bersifat spesifik.
2) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mengalihfungsikan Lahan
Perkebunan di dalam wilayah geografis yang memproduksi Hasil
Perkebunan yang bersifat spesifik.
Pasal 64
1) Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dala, Pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi administratif
2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a) Denda;
b) Pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
c) Pencabutan Izin Usaha Perkebunan
Setiap kegiatan alih fungsi lahan atau pemanfaatan lahan tidak bisa lepas dari
aspek tata ruang. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan
Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang

dan pengendalian pemanfaatan ruang. Setiap kegiatan alih fungsi lahan menjadi daerah
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pariwisata harus mengacu pada tata ruang daerah yang bersangkutan serta tidak
merugikan kepentingan pihak lain. Dan juga setiap kegiatan alih fungsi lahan harus
mengacu pada lingkungan hidup sehingga menjaga keseimbangan ekosistem dan

pembangunan berkelanjutan.

Menurut Pasal 28 Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Undang- Undang

Pokok Agraria Hak Guna Usaha adalah:

”Hak untuk mengusahakan tanah yang langsung dikuasai Negara dalam
jangka waktu tertentu guna usaha pertanian, peternakan, atau perikanan, tanah
yang dimaksud dalam pengertian ini adalah tanah yang dapat diberikan adalah
tanah Negara, yang diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh pejabat
yang ditunjuk.”

Dari definisi atau pengertian yang diberikan tersebut di atas, dapat diketahui
bahwa yang dinamakan dengan Hak Guna Usaha yaitu hak yang diberikan oleh negara
kepada perusahaan pertanian, perikanan atau perusahaan peternakan untuk melakukan
kegiatan usahanya di Indonesia.>

Hak Guna Usaha adalah usaha pemerintah menciptakan lapangan kerja yang
besar bagi rakyat, oleh karena perkebunan, perikanan dan peternakan adalah usaha
yang padat karya.>* Tujuan dari pemberian Hak Guna Usaha tersebut tidak diubah dan

dialihkan kepada usaha- usaha lain, apalagi untuk usaha real estate atau disewakan

demikikan pula tidak dapat dibagi hasilkan dengan orang lain.>®

53 Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja,Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak- Hak Atas Tanah (Jakarta:
kencana, 2008) hal 150

54 A.P.Parlindungan, Beberapa Masalah Dalam UUPA (Bandung: Mandar Maju,1993) Hal 39

55 Ibid
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Sebagai sifat-sifat dan ciri-ciri Hak Guna Usaha dapat disebutkan antara lain:

a. Meskipun tidak sekuat Hak Milik, Hak Guna Usaha tergolong hak
atas tanah yang kuat, artinya tidak mudah hapus dan mudah
dipertahankan terhadap ganguan pihak lain. Oleh karena itu, Hak
Guna Usah termasuk salah satu hak yang wajib didaftarkan( Pasal
32 UUPA, jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah).

b. Hak Guna Usaha dapat beralih, artinya dapat diwariskan kepada
ahli waris yang memiliki hak ( Pasal 16 Peraturan Pemerintah No
40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan, dan
Hak Pakai atas tanah).

c. Akan tetapi berlainan dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha jangka
waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu akan berakhir (Pasal 8
Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah)

d. Hak Guna Usaha dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu dijual,
ditukarkan dengan benda lain, dihibahkan atau diberikan dengan
wasiat.

e. Hak Guna Usaha dapat juga dilepaskan oleh yang memiliki hingga
tanahnya menjadi tanah negara.

Pada pasal 31 UUPA disebutkan bahwa karena Hak Guna Usaha hanya dapat
diberikan diatas tanah Negara maka, Hak Guna Usaha hanya terjadi berdasarkan
penetapan pemerintah, Hak Guna Usaha tidak dapat terjadi berdasarkan perjanjian,
Hak Guna Usaha diberikan karena permohonan yang berkepentingan setelah

memenuhi persyaratan- persyaratan yang telah ditentukan untuk itu.>®

%6 Chadidjah Dalimunthe,Suatu Tinjauan Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Dalam Rangka
Penanam Modal Asing (Medan:USU Press, 1994) hal 2



